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P U T U S A N
Nomor : 0342/Pdt.G/2014/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan 

perkara cerai talak antara :

PEMOHON   umur  35 tahun, agama Islam, pekerjaan  Honorer, tempat tinggal 

di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON  umur  34 tahun, agama Islam, pekerjaan  Ibu rumah tangga, 

tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut 

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Cibadak tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Mei 

2014 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak; dengan Nomor: 0342/Pdt.G/2014/ 

PA.Cbd. tanggal 7 Mei 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 April 1998,  Pemohon dengan  Termohon  

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama Kecamatan  Jampangkulon Kabupaten Sukabumi sebagaimana 

1

SALINAN

Disclaimer
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ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :  40/40/IV/1998 tanggal  11 April 

1998; 

2.  rumah orang tua Pemohon di Kampung Pamoyanan I RT.014 RW.06 Desa 

Padajaya Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi;

3. Bahwa selama pernikahan antara  Pemohon  dengan  Termohon  telah hidup 

rukun sebagaimana layaknya suami istri  dan dikaruniai  seorang anak 

bernama MUHAMAD ALI, lahir tanggal 28 Mei 1999;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun 

dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2009 mulai kurang harmonis 

dimana perselisihan dan pertengkaran sering terjadi,  hal itu disebabkan antara 

lain: 

a. Termohon selalu menuntut lebih masalah keuangan di luar kemapuan 

Pemohon sebagai pekerja honorer;

b. Termohon selalu meminta di izinkan untuk bekerja keluar negeri dan bila 

tidak di izinkan selalu meminta cerai;

c. Termohon sudah tidak taat lagi kepada Pemohon bila dikasih nasehat 

malah balik marah kepada Pemohon;

5. Bahwa rumah tangga antara  Pemohon  dengan  Termohon  sejak tanggal 5 

Desember 2010 telah berpisah rumah;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga  Pemohon  dengan  Termohon  

sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk 

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit 

dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh 

melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan 

terakhir bagi  Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara  Pemohon 

dengan  Termohon;

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Cibadak  Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan 

Disclaimer
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mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya 

berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan  talak satu raj'i 

terhadap Termohon  di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon Putusan  

yang seadil-adilnya  ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang 

menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang 

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap 

sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 

yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata 

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah 

datang menghadap ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan 

patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan 

Pemohon tertanggal 7 Mei 2014 yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh 

Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah 

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Photo copy Kutipan akta Nikah an. Pemohon Nomor : 40/40/IV/1998 tanggal  

11 April 1998 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, telah bermeterai cukup dan 

dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

B Saksi :
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1 SAKSI PEMOHON  umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, 

tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan 

keterangan sebagai berikut :

• Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah 

sebagai tetangga Pemohon;

• Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah 

suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;

• Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina 

rumah tangga dan tinggal di Kampung Pamoyanan Padajaya 

Jampangkulon;

• Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah 

tidak harmonis sekitar tiga tahun lebih tahun yang lalu, saksi 

pernah menyaksikan keduanya bertengkar  disebabkan karena 

Termohon suka menuntut lebih dari kemampuan suaminya 

sebagai pegawai di Rumah Sakit;

• Bahwa sepengtahuan saksi antar Pemohon dan Termohon telah 

berpisah rumah sekitar tiga tahun yang lalu, Pemohon tinggal 

di Pamoyanan dan Termohon tinggal dengan orangtuanya;

• Bahwa upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon 

sudah ada namun tidak berhasil;

2 SAKSI PEMOHON umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, 

bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya 

memberikan keterangan sebagai berikut :
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• Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai 

kakak kandung Pemohon;

• Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan 

tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung 

Pamoyanan Padajaya Jampangkulon;

• Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah 

mempunyai seorang anak laki-laki yang kini tinggal dengan 

nenek dari Pemohon;

• Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon 

sudah tidak rukun sekitar tiga tahun lebih, dikarenakan 

Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon, 

dan Termohon suka minta cerai kepada Pemohon;

• Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah 

rumah hingga kini sekitar tiga tahun, Termohon tinggal dengan 

orang tuanya demikian juga Pemohon tinggal di Kampung 

Pampoyanan, dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai 

suami isteri;

• Bahwa terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon telah 

diusahakan perdamaian yang dilakukan terhadap ruakan tetapi 

tidak berhasil dan sudah sulit untuk disatukan kembali;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan 

tidak keberatan dan menerimanya, dan Pemohon telah mnyempaikan kesimpulan 

yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang 

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi 

dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa 

tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan 

tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan 

tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat 

dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. yaitu putusan 

yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang 

berdasarkan hukum dan beralasan, dan dengan ketikhadiran Termohon dianggap 

telah membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu 

majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon 

telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang 

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi 

bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon 

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah 

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan yang diatur 

dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut mengenai 

fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil 

yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi 

Disclaimer
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tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 

HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat 

diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1.  dan kedua saksi terbukti fakta 

kejadian sebagai berikut :

• Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang 

menikah di Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi pada 

tanggal 9 April 1998 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 

seorang anak;

• Bahwa antara Pemohon dengan Termohon timbul perselisihan dan 

pertengkaran terjadi pada awal tahun 2009 yang menyebabkan 

terjadinya pisah rumah sampai saat ini;

• Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena 

Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon 

(honorer), Termohon meminta dizinkan kerja di luar negeri dan 

Termohon selalu meminta cerai, Termohon sudah tidak taat kepada 

Pemohon sebagai suaminya dan puncaknya sejak tanggal 5 Desember 

2010 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang;

• Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan 

Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi 

tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar 

diberi izin menjatuhkan talak satu raj’i Pemohon terhadap Termohon, akan 

dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan 

suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat 

7
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hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 19756 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya 

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak 

ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa 

unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun 

cerai gugat, yaitu :

• Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus 

menerus;

• Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah berrpisah 

dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

• Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak 

berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dengan 

mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur 

terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa 

antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 

terus menerus yang disebabkan oleh karena Termohon selalu menuntut nafkah 

lebih dari kemampuan Pemohon (honorer), Termohon meminta dizinkan kerja di 

luar negeri dan Termohon selalu meminta cerai, Termohon sudah tidak taat 

kepada Pemohon sebagai suaminya, dengan demikian unsur pertama tersebut 

telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari akibat perselisihan dan pertengkaran dalam 

rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, kedunya berpisah tempat tinggal 
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sejak tanggal 5 Desember 2010 hingga sekarang dan tidak ada harapan untuk 

kembali rukun, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai 

terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah 

datang ke muka sidang, dengan demikian maka unsur ketiga dianggap telah 

terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, yang 

tampak adalah bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dengan 

demikian dianggap Termohon tidak hendak membela dan mempertahankan 

haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil permohonan Pemohon harus dianggap 

telah terbukti dan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat 

tinggal sejak tanggal 5 Desember 2010 hingga sekarang, maka  hal ini sesuai 

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. sebagai berikut :

1 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 

Maret 1997, menyatakan : “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi 

dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah 

tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan 

cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

2 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 

Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan : 

“Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, 

adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, 

tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan 

dan pertengkaran tersebut; 

Menimbang, bahwa telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum 

Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam pertimbangan 

hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab AL-MAR’AH BAINAL 
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FIQH WAL QANUN, halaman 100, menyatakan : Artinya : “Dan tidak ada 

manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang 

saling membenci terlepas dari masalah apakah, sebab terjadinya pertengkaran ini 

besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri 

kehidupan berumah tangga antara suami istri ini” ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas 

dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah 

terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, rumah tangga sudah pecah 

(broken marriage), dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian 

sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut diatas, maka 

dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalannya 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah 

tangga bahagia yang penuh rahman dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh 

setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan 

dan perselisihan yang berkepanjangan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat 

pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fil ath athalaq yang 

diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini 

yang menyatakan “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga 

sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat 

perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan 

meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam 

penjara (madharat) yang berkepanjangan, sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah 

yang terdapat dalam Kitab Al- Asybah Wan Nazhoir, yang berbunyi : 

IJ IKLMN MO PKQ IR PSMT U MSMV WXYZM[\] IZÎ LM_MO PKQ \̀PaMb

Artinya : "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap 

kebaikan“.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan 
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Pemohon mengenai izin talak raj’i tersebut telah memenuhi ketentruan Pasal 118 

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara 

harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum 

Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.  Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di 

persidangan, tidak hadir;

2.  Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3.  Memberi izin kepada Pemohon  untuk menjatuhkan  talak satu raj'i terhadap 

Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibadak;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar 

Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang 

dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 

27 Sya’ban 1435 Hijriyah. oleh kami Drs. H. DARUL PALAH sebagai Ketua 

Majelis, Drs. JONI JIDAN dan Drs. H. ALWI, MHI. masing-masing sebagai 

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum 

oleh Ketua Majelis pada hari itu juga didampingi oleh para Hakim Anggota 

tersebut dengan dibantu oleh JENAL MUTAKIN, S.Ag. sebagai Panitera 

Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.
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Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd. Ttd.

Drs. JONI JIDAN  Drs. H. DARUL PALAH

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. ALWI, MHI.        

Panitera Pengganti,

Ttd.

JENAL MUTAKIN, S.Ag.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran Rp.    30.000,-

2. Biaya Proses Rp.    50.000,-

3. Biaya Panggilan para pihak Rp.  300.000,-

4. Redaksi Rp.      5.000,-

5. Materai  Rp.      6.000,-

    Jumlah Rp.  391.000,-

    (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sah

Telah sesuai dengan aslinya
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Panitera,

SUPARMAN, S.Ag.
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